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n yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah
tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi,
karena merupakan Kkejahatan luar biasa yang
berdampak sistematis terhadap kehidupan berbangsa
dan bernegara. Namun, dalam kehidupan nyata,
perampasan. aset masih menghadapi berbagai
tantangan, baik dari segi hukum substantif, hukum
acara, hingga tantangan teknis dan politis. Tidak ada
undang-undang khusus yang mengatur perampasan
aset selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, yang masing-masing memiliki
beberapa ketentuan. Karena RUU Perampasan Aset
belum disahkan hingga sampai sekarang, upaya
pengembalian aset menjadi sulit. Menjadi relevan
untuk penelitian karena kasus ini menimbulkan
banyak masalah terkait perampasan aset yang
dihasilkan dari Tindakan kejahatan. Penelitian ini
akan menjelaskan bagaimana cara agar perampasan
aset dijalankan, tantangan yang dihadapi aparat
penegak hukum, dan solusi yang dapat ditawarkan
untuk meningkatkan dan adil proses pemulihan aset.
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